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Abstrak

Artikel ini menganalisis artificial intelligence (Al) dan digitalisasi sebagai mesin baru pemulihan sekaligus
transformasi ekonomi Indonesia. Keduanya tidak dipahami sekadar sebagai sektor teknologi, melainkan
sebagai general-purpose technologies yang dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar,
mempercepat inovasi, memperbaiki pelayanan publik, dan menurunkan biaya transaksi pada hampir
seluruh sektor. Melalui kajian naratif-kritis atas literatur ilmiah dan dokumen kebijakan, artikel
membahas jalur dampak Al pada produktivitas, UMKM, industri, pertanian, kesehatan, pendidikan,
keuangan, pemerintahan, serta ekonomi kreatif. Analisis menunjukkan bahwa manfaat tidak muncul
otomatis dari pembelian perangkat atau adopsi aplikasi. Dampak bergantung pada data bermutu,
konektivitas, komputasi, keamanan siber, desain ulang proses, kompetensi manusia, persaingan sehat,
dan tata kelola yang dapat dipercaya. Al juga membawa risiko penggantian tugas, ketimpangan digital,
konsentrasi pasar, bias algoritmik, disinformasi, pelanggaran privasi, serta ketergantungan teknologi.

Artikel mengusulkan strategi nasional yang menempatkan Al sebagai alat augmentasi manusia:
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membangun infrastruktur digital inklusif;, mempercepat digitalisasi produktif UMKM dan sektor riil;
meningkatkan keterampilan; mengembangkan Al lokal dan berbahasa Indonesia; memperkuat
perlindungan data, audit, dan akuntabilitas; serta mengukur hasil berdasarkan produktivitas, kualitas
pekerjaan, pemerataan, dan kualitas layanan. Kesimpulannya, Al dan digitalisasi dapat menjadi mesin
pemulihan ekonomi apabila diperlakukan sebagai agenda perubahan organisasi dan kelembagaan,

bukan proyek teknologi yang terpisah dari manusia dan tujuan pembangunan.

Kata Kunci: artificial intelligence; digitalisasi; pemulihan ekonomi; produktivitas; transformasi digital;

UMKM; pekerjaan; Responsible Al; Indonesia

Catatan Metodologis

Artikel ini merupakan kajian naratif-kritis atas literatur ilmiah, dokumen pemerintah, standar, dan
laporan institusi. Bukti eksperimen Al diperlakukan sebagai temuan kontekstual, bukan jaminan dampak
nasional. Proyeksi ekonomi dibedakan dari hasil observasi. Sumber ilmiah yang memiliki DOI
dicantumkan dengan DOI; kebijakan dan pedoman kelembagaan dicantumkan berdasarkan penerbit

resmi.

1. Pendahuluan: Mesin Baru, Bukan Jalan Pintas

Pemulihan ekonomi biasanya dibicarakan melalui konsumsi, investasi, ekspor, kredit, dan belanja
pemerintah. Dalam ekonomi kontemporer, terdapat mesin tambahan: kemampuan mengubah data
menjadi keputusan dan menghubungkan pelaku dengan biaya sangat rendah. Digitalisasi membangun
konektivitas, proses, dan data; Al menambahkan kemampuan prediksi, pengenalan pola, rekomendasi,
otomasi, serta generasi konten. Kombinasi keduanya dapat mempercepat arus informasi dan
meningkatkan mutu keputusan, sehingga pemulihan tidak sekadar mengembalikan aktivitas lama, tetapi

memperbaiki cara nilai diciptakan.

Namun, narasi mesin baru mudah berubah menjadi determinisme teknologi. Memasang aplikasi tidak
otomatis meningkatkan produktivitas. Banyak proyek gagal karena proses yang buruk hanya
didigitalkan, data tidak konsisten, pegawai tidak dilibatkan, atau sistem tidak terhubung dengan
kebutuhan pengguna. Nilai ekonomi muncul ketika teknologi melengkapi perubahan organisasi: siapa
memutuskan, bagaimana pekerjaan dibagi, apa yang diukur, keterampilan apa yang dibutuhkan, dan

siapa bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan.
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Bagi Indonesia, pertanyaan strategisnya bukan apakah Al akan digunakan, melainkan bagaimana
adopsinya diarahkan agar mempercepat pertumbuhan yang produktif dan inklusif. Negara dengan pasar
besar, UMKM luas, populasi muda, keragaman bahasa, dan geografi kepulauan memiliki peluang
sekaligus kompleksitas. Artikel ini menempatkan Al sebagai sarana augmentasi manusia dan kapabilitas
institusi. Tujuannya ialah memperbesar kemampuan warga, perusahaan, dan pemerintah—bukan

sekadar mengganti pekerjaan atau mengejar simbol modernitas.

2. Membedakan Digitalisasi, Transformasi Digital, dan Al

Digitisasi adalah perubahan informasi analog menjadi data digital, misalnya mengubah arsip kertas
menjadi berkas elektronik. Digitalisasi menggunakan teknologi untuk memperbaiki proses yang ada,
seperti pembayaran daring atau pencatatan inventori. Transformasi digital lebih dalam: organisasi
mengubah model operasi, layanan, struktur, budaya, dan hubungan dengan pelanggan berdasarkan
kemampuan digital. Al adalah keluarga teknik yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang
biasanya memerlukan kecerdasan manusia, termasuk belajar dari data, memahami bahasa, melihat

pola, dan menghasilkan konten.

Pembedaan ini penting untuk diagnosis. Organisasi yang belum memiliki data dasar, identitas produk,
atau proses standar tidak perlu langsung membangun model Al kompleks. Tahap awal mungkin berupa
pencatatan digital, integrasi sistem, dan peningkatan kualitas data. Sebaliknya, organisasi yang sudah
matang dapat menggunakan machine learning untuk prediksi permintaan, deteksi fraud, preventive

maintenance, atau personalisasi. Urutan yang tepat mencegah investasi mahal tanpa fondasi.

Al generatif memperluas akses karena pengguna dapat berinteraksi melalui bahasa alami. la dapat
merangkum, menerjemahkan, membuat draf, menulis kode, atau membantu analisis. Namun, model
generatif menghasilkan keluaran probabilistik dan dapat berhalusinasi. Karena itu, kegunaan tinggi harus
dipasangkan dengan verifikasi, pembatasan konteks, perlindungan data, dan human-in-the-loop.

Teknologi yang fasih bukan berarti selalu benar.

3. Kerangka Ekonomi: Dari Biaya Transaksi ke Produktivitas

Digitalisasi menurunkan biaya pencarian, verifikasi, komunikasi, pencocokan, dan transaksi. Goldfarb
dan Tucker (2019) menjelaskan bahwa perubahan biaya ekonomi digital mengubah organisasi pasar. E-
commerce mempertemukan penjual dan pembeli; pembayaran instan mengurangi friksi; cloud
menurunkan biaya infrastruktur awal; platform logistik memperbaiki utilisasi aset. Efek ini dapat

meningkatkan partisipasi dan skala, terutama bagi usaha kecil yang sebelumnya terbatas lokasi.
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Al menurunkan biaya prediksi dan produksi pengetahuan tertentu. Sistem dapat memperkirakan
permintaan, risiko kredit, kerusakan mesin, atau kemungkinan pasien membutuhkan tindak lanjut. Al
generatif menurunkan biaya pembuatan draf dan prototipe. Tetapi keputusan terdiri dari prediksi,
penilaian, tindakan, dan pertanggungjawaban. Ketika prediksi menjadi murah, nilai penilaian manusia,
desain tujuan, dan data dapat meningkat. Organisasi harus membedakan tugas yang dapat diotomasi,

tugas yang sebaiknya diaugmentasi, dan keputusan yang harus tetap berada pada manusia.

Produktivitas makro tidak sama dengan efisiensi satu tugas. Penghematan waktu baru menjadi
produktivitas jika digunakan untuk output lebih banyak, kualitas lebih baik, inovasi, atau layanan yang
lebih luas. Jika organisasi tidak mengubah alur kerja, waktu hemat dapat hilang dalam koordinasi.
Brynjolfsson, Rock, dan Syverson (2021) menyebut kurva-J produktivitas: investasi komplementer dan

pembelajaran organisasi menyebabkan manfaat teknologi baru tampak setelah jeda.

4. Bukti Empiris Produktivitas Al: Menjanjikan tetapi Kontekstual

Noy dan Zhang (2023) menemukan bahwa Al generatif pada tugas penulisan profesional mengurangi
waktu rata-rata dan meningkatkan kualitas keluaran. Brynjolfsson, Li, dan Raymond (2025) meneliti
ribuan agen layanan pelanggan dan menemukan peningkatan produktivitas rata-rata, dengan manfaat
lebih besar bagi pekerja kurang berpengalaman. Temuan ini menunjukkan bahwa Al dapat menyebarkan

praktik pekerja terbaik dan mempercepat pembelajaran.

Bukti tersebut tidak boleh digeneralisasi tanpa batas. Tugas penelitian relatif terstruktur, keluaran dapat
dinilai, dan konteks pengetahuan tersedia. Pada kesehatan, hukum, kredit, atau kebijakan publik,
kesalahan dapat berdampak besar dan kualitas lebih sulit diamati. Al dapat mempercepat pekerjaan
sambil menurunkan akurasi apabila pengguna terlalu percaya. Efek juga berbeda menurut kualitas

model, data, pelatihan, insentif, dan cara alat diintegrasikan.

Implikasi bagi Indonesia adalah membangun eksperimen lapangan, bukan hanya mengimpor proyeksi
global. Organisasi perlu membandingkan kelompok, mengukur waktu, kualitas, kesalahan, kepuasan,
dan dampak distribusional. Pilot yang baik memiliki baseline, protokol keamanan, serta keputusan scale-
up. Produktivitas seharusnya dilaporkan bersama kualitas pekerjaan dan layanan agar otomatisasi tidak

sekadar memindahkan beban kepada pelanggan atau pekerja lain.

5. Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Struktural

Dalam jangka pendek, digitalisasi membantu usaha mempertahankan penjualan, mengelola kas, dan

bekerja secara fleksibel. Dalam jangka menengah, Al meningkatkan efisiensi operasi dan membantu
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penemuan pasar. Dalam jangka panjang, teknologi mengubah struktur industri, kompetensi, dan lokasi
nilai tambah. Ketiga horizon harus dibedakan. Program pemulihan dapat memberi voucher digital dan
pelatihan cepat; strategi transformasi memerlukan cloud, jaringan, pusat data, riset, interoperabilitas,

dan pendidikan.

Pemulihan yang hanya meningkatkan konsumsi aplikasi impor dapat memperbesar defisit jasa digital
dan ketergantungan. Indonesia perlu membangun kemampuan menghasilkan perangkat lunak, model,
data, integrasi, keamanan, serta layanan bernilai tinggi. Kedaulatan digital bukan isolasi, melainkan
kemampuan memilih pemasok, memindahkan data dan beban kerja, menetapkan aturan,

mengembangkan kompetensi, dan mempertahankan posisi tawar.

Transformasi struktural yang sehat menaikkan produktivitas sektor tradisional sekaligus menciptakan
sektor baru. Pertanian, manufaktur, logistik, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan harus menjadi
pengguna serta pencipta inovasi. Jika Al hanya terkonsentrasi pada iklan, konsumsi, atau perdagangan,
potensinya bagi produktivitas nasional tidak maksimal. Kebijakan perlu mengarahkan ekosistem pada

masalah pembangunan yang bernilai sosial tinggi.

6. Lanskap Kebijakan Digital Indonesia

RPJIMN 2025-2029 menempatkan transformasi digital sebagai prioritas pembangunan. Strategi
Transformasi Digital Indonesia 2025-2029 menghubungkan teknologi seperti Al dan cloud dengan
transformasi ekonomi. Bank Indonesia melanjutkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia melalui
BSPI 2030, yang mencakup infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan Rupiah Digital. Arsitektur

ini menunjukkan digitalisasi telah bergerak dari proyek sektoral menuju agenda sistemik.

Pada Al, Indonesia memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, Surat Edaran Menteri
Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, penyusunan peta jalan nasional, serta
pengembangan regulasi yang pada 2026 masih melalui proses harmonisasi. OJK menerbitkan kode etik
Al untuk fintech dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia pada 2025. Perkembangan
tersebut penting, tetapi dokumen perlu diterjemahkan ke kewajiban, kapasitas pengawasan, dan

mekanisme pemulihan.

Tantangan terbesar adalah konsistensi lintas sektor. Aturan data, keamanan, kompetisi, perlindungan
konsumen, pengadaan pemerintah, sertifikasi, dan tanggung jawab produk harus saling menguatkan.
Regulasi berbasis risiko lebih tepat daripada aturan seragam: sistem yang merekomendasikan musik
tidak memerlukan kontrol setara dengan sistem yang memengaruhi kredit, diagnosis, pekerjaan, atau

layanan publik.
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7. Infrastruktur Digital sebagai Prasyarat

Al memerlukan konektivitas, komputasi, penyimpanan, listrik, dan keamanan. Kesenjangan internet
antarwilayah membuat manfaat terkonsentrasi di kota dan perusahaan besar. Kebijakan harus melihat
jaringan tulang punggung, middle-mile, last-mile, kualitas layanan, latensi, keterjangkauan perangkat,
dan literasi. Cakupan sinyal tidak identik dengan kemampuan produktif apabila koneksi tidak stabil atau

mahal.

Cloud memungkinkan organisasi mengakses komputasi tanpa belanja modal besar, tetapi menimbulkan
isu ketergantungan vendor, yurisdiksi data, dan biaya perpindahan. Strategi multicloud atau hybrid
dapat relevan untuk layanan kritis, selama tidak menambah kompleksitas tanpa kapabilitas. Pemerintah
perlu mengembangkan standar interoperabilitas, portabilitas, keamanan, dan pengadaan yang

mencegah lock-in.

Pusat data dan Al menggunakan energi serta air. Pertumbuhan infrastruktur digital perlu diselaraskan
dengan energi bersih, efisiensi pendinginan, lokasi yang tahan bencana, dan pelaporan lingkungan.
Green Al bukan sekadar model lebih kecil; ia meliputi pemilihan arsitektur, penggunaan kembali model,
optimasi inferensi, dan penjadwalan beban. Infrastruktur digital yang tangguh harus efisien, aman, dan

berkelanjutan.

8. Data sebagai Infrastruktur Ekonomi

Data sering disebut minyak baru, tetapi analogi itu terbatas. Data dapat digunakan berulang, nilainya
meningkat ketika digabung, dan kualitasnya bergantung pada konteks. Data yang tidak akurat
menghasilkan keputusan buruk; data yang lengkap dapat tetap tidak representatif. Organisasi
membutuhkan tata kelola mengenai kepemilikan, akses, definisi, kualitas, retensi, keamanan, dan

penggunaan yang diperbolehkan.

Data publik dapat menjadi infrastruktur inovasi apabila tersedia dalam format standar, terdokumentasi,
dan melindungi privasi. Data cuaca, spasial, transportasi, harga, kesehatan agregat, pendidikan, dan
pengadaan membantu bisnis serta peneliti menciptakan layanan. Namun, open data bukan berarti

membuka informasi pribadi. Anonimisasi, kontrol akses, dan pengujian risiko re-identifikasi diperlukan.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberi dasar hak dan kewajiban, tetapi implementasi
memerlukan petugas, proses, sistem pengaduan, serta penegakan. Prinsip minimisasi data penting:
organisasi hanya mengumpulkan yang diperlukan. Pada Al, dokumentasi asal data, izin, bias, dan
perubahan distribusi menjadi bagian dari model governance. Kepercayaan adalah modal ekonomi;

kebocoran data mengurangi adopsi dan meningkatkan biaya.
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9. UMKM: Dari Kehadiran Daring ke Produktivitas Digital

Bagi UMKM, digitalisasi sering dimulai dari media sosial dan marketplace. Langkah itu memperluas
pasar, tetapi belum tentu menaikkan produktivitas atau margin. Ketergantungan pada platform dapat
menambah biaya iklan dan komisi, sementara data pelanggan tidak dikuasai. Transformasi produktif
mencakup pembukuan, inventori, pembayaran, pengadaan, hubungan pelanggan, logistik, dan analitik

yang terintegrasi.

Al dapat membantu membuat katalog, menerjemahkan, merespons pertanyaan, memprediksi stok, dan
menganalisis penjualan. Namun, solusi harus sederhana, berbahasa lokal, terjangkau, dan sesuai alur
usaha. Program pelatihan satu kali jarang cukup. Pendampingan berbasis klaster, help desk, koperasi

digital, dan penyedia layanan tepercaya lebih efektif karena masalah muncul saat implementasi.

Kebijakan pembiayaan perlu mengakui investasi tak berwujud: perangkat lunak, pelatihan, data,
keamanan, dan perubahan proses. Bank dapat menggunakan data transaksi dengan persetujuan untuk
menilai usaha yang kurang memiliki agunan, tetapi model kredit wajib diuji terhadap diskriminasi.
Tujuan digitalisasi UMKM bukan sekadar jumlah onboarding, melainkan peningkatan omzet berkualitas,

margin, produktivitas, ketahanan, dan formalitas yang bermanfaat.

10. Manufaktur, Industri 4.0, dan Al

Di manufaktur, Al menciptakan nilai melalui inspeksi visual, predictive maintenance, penjadwalan,
optimasi energi, desain, simulasi, dan pengendalian mutu. Digital twin memungkinkan perusahaan
menguji perubahan tanpa mengganggu produksi. Manfaat terbesar muncul ketika sensor, enterprise
resource planning, standar data, dan disiplin proses telah tersedia. Pabrik yang datanya terfragmentasi

tidak dapat langsung menjadi pabrik cerdas.

Adopsi perlu berangkat dari bottleneck bisnis. Kamera Al untuk kualitas relevan jika cacat mahal dan
data label tersedia; maintenance prediktif relevan jika kegagalan dapat diprediksi dan tindakan
perawatan dapat dilakukan. Proof of concept harus memiliki pemilik proses, baseline, integrasi, rencana
pemeliharaan, serta total cost of ownership. Banyak pilot berhenti karena tidak ada anggaran operasi

dan integrasi.

Kebijakan industri dapat membangun pusat uji, demonstrasi, standar interoperabilitas, dan extension
services bagi pemasok kecil. Perusahaan besar perlu membawa pemasok dalam transformasi agar rantai
nilai tidak terpecah. Penguasaan integrasi, otomasi, cybersecurity OT, dan rekayasa data menciptakan
pekerjaan bernilai tinggi. Al industri harus dipandang sebagai capability building, bukan pembelian robot

semata.
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11. Pertanian dan Ketahanan Pangan Digital

Al dapat membantu prakiraan cuaca mikro, deteksi penyakit tanaman, irigasi, estimasi hasil, dan
rekomendasi budidaya. Satelit serta drone memberi data spasial, sedangkan telepon seluler menjadi
antarmuka petani. Nilai ekonomi muncul ketika informasi tiba tepat waktu, dapat ditindaklanjuti, dan

terhubung dengan input, pembiayaan, asuransi, penyuluhan, serta pasar.

Risiko muncul jika rekomendasi tidak sesuai kondisi lokal atau data lahan dikuasai platform. Petani kecil
dapat menjadi pemasok data tanpa memperoleh nilai. Tata kelola harus menetapkan persetujuan, hak
akses, portabilitas, dan pembagian manfaat. Model perlu diuji pada variasi tanah, cuaca, bahasa, gender,

serta skala. Penyuluh tetap penting untuk menerjemahkan dan mengoreksi rekomendasi.

Digitalisasi rantai pangan juga menurunkan kehilangan melalui prediksi permintaan, rantai dingin, dan
logistik. Sistem keterlacakan memperkuat keamanan pangan serta akses ekspor, tetapi biaya sertifikasi
tidak boleh menyingkirkan petani kecil. Koperasi atau agregator publik dapat menyediakan infrastruktur
bersama. Teknologi harus memperkuat posisi tawar dan pendapatan petani, bukan hanya efisiensi

pembeli.

12. Keuangan Digital dan Sistem Pembayaran

Pembayaran digital menurunkan biaya transaksi, mempercepat perputaran, dan menciptakan jejak
usaha. QRIS, BI-FAST, dan standardisasi APl memperluas integrasi ekonomi-keuangan digital. BSPI 2030
berupaya membangun sistem yang konsolidatif dan berdaya tahan. Manfaat bagi pemulihan terlihat
ketika pedagang menerima pembayaran murah, pemerintah menyalurkan bantuan cepat, dan usaha

memperoleh riwayat transaksi.

Al digunakan untuk fraud detection, anti-money laundering, credit scoring, layanan pelanggan, dan
personalisasi. Efisiensi harus diseimbangkan dengan explainability, keamanan, dan perlindungan
konsumen. Model fraud yang agresif dapat memblokir transaksi sah; model kredit dapat meniru
diskriminasi historis. Tata Kelola Al Perbankan OJK menekankan prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko, tetapi pelaksanaan memerlukan inventaris model, validasi, monitoring drift, dan jalur eskalasi.

Inklusi keuangan bukan hanya memiliki akun. Layanan harus digunakan secara bermakna, terjangkau,
dan aman. Literasi digital, mekanisme pengaduan, pemulihan kerugian, dan perlindungan dari social
engineering menjadi penting. Data transaksi tidak boleh digunakan melampaui tujuan tanpa dasar yang

sah. Kepercayaan menentukan apakah digitalisasi memperluas atau justru menghambat partisipasi.
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13. Kesehatan Digital dan Al Klinis

Dalam kesehatan, Al dapat membantu triase, radiologi, prediksi risiko, administrasi, penjadwalan, dan
surveilans. Digitalisasi rekam medis serta interoperabilitas menjadi fondasi. Al yang baik dapat
memperluas kapasitas tenaga kesehatan, terutama di wilayah kurang spesialis. Namun, risiko klinis lebih

tinggi daripada aplikasi konsumen sehingga validasi, keamanan, dan akuntabilitas harus ketat.

Kinerja model pada data penelitian tidak menjamin kinerja di rumah sakit lain. Perbedaan alat, populasi,
prevalensi, dan praktik dapat menimbulkan model drift. Evaluasi lokal, monitoring pascadeployment,
human override, dan dokumentasi diperlukan. Keputusan diagnosis dan terapi harus tetap berada pada
tenaga profesional yang memahami batas model. Pasien berhak mengetahui penggunaan yang material

dan mekanisme koreksi.

Digitalisasi administrasi dapat memberi manfaat lebih cepat: mengurangi entri berulang, memperbaiki
rujukan, mengelola antrean, dan membantu coding. Namun, sistem yang buruk menambah beban
dokumentasi. Desain harus melibatkan dokter, perawat, petugas administrasi, pasien, dan ahli
keamanan. Tujuan akhirnya bukan teknologi canggih, melainkan akses, mutu, keselamatan, kontinuitas,

dan efisiensi layanan.

14. Pendidikan, Pengetahuan, dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Al generatif mengubah cara materi dibuat, dipelajari, dan dinilai. Tutor adaptif dapat memberi
penjelasan dan latihan; penerjemahan memperluas akses; analitik membantu mendeteksi kesulitan.
Bagi dosen, Al dapat membantu merancang contoh dan umpan balik awal. Namun, keluaran harus

diverifikasi dan pengguna perlu memahami bias serta keterbatasan sumber.

Asesmen yang hanya menguji produksi teks rutin semakin mudah dialihdayakan. Pendidikan perlu
menilai penalaran, proses, refleksi, penerapan, kerja lapangan, dan dialog. Literasi Al mencakup
kemampuan memberi instruksi, memeriksa fakta, menilai bukti, menjaga data, dan mengungkap
penggunaan. Integritas akademik tidak cukup melalui larangan; institusi harus merancang asesmen dan

norma baru.

Kesenjangan perangkat dan koneksi dapat memperlebar hasil belajar. Sekolah dan kampus memerlukan
akses, pelatihan guru, konten Indonesia, serta kebijakan data anak. Al tidak boleh menggantikan relasi
pedagogis. Guru memberi konteks, motivasi, nilai, dan pemahaman sosial. Model terbaik adalah
teacher-plus-Al, dengan teknologi menangani sebagian diferensiasi dan administrasi sementara manusia

memimpin tujuan belajar.
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15. Pemerintahan Digital dan Pelayanan Publik

Pemerintahan digital dapat mengurangi waktu, biaya, dan ketidakpastian layanan. Identitas digital,
pertukaran data, pembayaran, tanda tangan, dan portal terpadu memungkinkan warga tidak berulang
kali menyerahkan informasi. Namun, digitalisasi layanan yang terfragmentasi hanya memindahkan
birokrasi ke layar. Transformasi memerlukan penyederhanaan proses, interoperabilitas, dan prinsip

once-only.

Al dapat membantu klasifikasi dokumen, deteksi anomali, perencanaan, penerjemahan, dan layanan
informasi. Penggunaan pada keputusan hak warga—bantuan sosial, pajak, perizinan, pengawasan—
memerlukan standar lebih tinggi. Warga harus mendapat pemberitahuan, penjelasan yang bermakna,
akses banding, serta saluran non-digital. Algoritma tidak boleh menjadi dinding yang tidak dapat

dipertanyakan.

Pengadaan teknologi pemerintah sering terkunci vendor dan spesifikasi. Arsitektur modular, open
standards, audit source atau model sesuai risiko, dan kepemilikan data memperkuat posisi negara.
Aparatur membutuhkan product management, data governance, cybersecurity, dan evaluasi.

Pemerintah harus menjadi sophisticated buyer, bukan sekadar pembeli perangkat.

16. BUMN sebagai Katalis Transformasi

BUMN menguasai infrastruktur, energi, keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan layanan publik.
Digitalisasi BUMN dapat memberi efek sistemik melalui pengadaan, standar, dan ekosistem pemasok. Al
membantu perencanaan permintaan, maintenance, risiko, pelayanan, dan optimasi aset. Tetapi skala

besar juga meningkatkan risiko kebocoran, lock-in, dan proyek prestise.

Setiap inisiatif perlu dikaitkan dengan indikator bisnis dan publik. Dewan harus memahami inventaris Al,
risiko model, data kritis, serta ketergantungan vendor. Shared services dapat mengurangi duplikasi,
tetapi konsolidasi berlebihan menciptakan titik kegagalan. Portofolio harus membedakan eksperimen,

sistem produksi, dan penggunaan berisiko tinggi.

BUMN dapat menciptakan pasar bagi solusi domestik melalui challenge-based procurement dan
kemitraan universitas-startup. Persyaratan tetap harus kompetitif, transparan, dan berbasis kinerja.
Transfer pengetahuan, dokumentasi, serta kemampuan internal harus menjadi bagian kontrak.

Keberhasilan ialah organisasi yang mampu mengelola teknologi setelah konsultan pergi.
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17. Ekonomi Kreatif, Bahasa, dan Budaya

Al generatif menurunkan biaya produksi teks, gambar, musik, video, dan desain. Pelaku kreatif dapat
membuat prototipe, melokalkan konten, dan menjangkau pasar. Indonesia memiliki kekayaan bahasa
serta budaya yang dapat menjadi sumber inovasi. Namun, model global sering kurang memahami

konteks lokal dan bahasa dengan data terbatas.

Pengembangan dataset dan model bahasa Indonesia serta daerah memerlukan kurasi, dokumentasi,
persetujuan, dan pembagian manfaat. Budaya bukan bahan mentah bebas. Komunitas harus terlibat
ketika ekspresi tradisional digunakan. Watermarking, provenance, lisensi, dan mekanisme opt-out dapat

membantu, meskipun tidak menyelesaikan semua konflik hak cipta.

Kebijakan harus melindungi kreator sekaligus memungkinkan pembelajaran dan inovasi yang wajar.
Transparansi data latih, remunerasi, dan prosedur keberatan perlu berkembang. Al sebaiknya
memperbesar kemampuan kreator, bukan membanjiri pasar dengan konten murah yang mengikis
keberagaman. Nilai manusia tetap berada pada pengalaman, selera, konteks, dan hubungan dengan

audiens.

18. Pasar Kerja: Otomasi Tugas, Bukan Ramalan Hilangnya Semua

Pekerjaan

Teknologi biasanya mengotomasi tugas, bukan pekerjaan secara utuh. Sebuah profesi terdiri dari tugas
rutin, analitis, sosial, fisik, dan bertanggung jawab. Al dapat mengambil sebagian dokumentasi atau
analisis awal, sementara manusia menangani pengecualian, relasi, dan penilaian. Autor (2015)
menunjukkan bahwa otomasi juga menciptakan tugas baru dan meningkatkan permintaan kemampuan

komplementer.

Dampak distribusional tetap serius. Pekerja administrasi, layanan, konten, dan junior dapat mengalami
perubahan cepat. Jika tugas awal hilang, jalur belajar menuju keahlian senior dapat rusak. Organisasi
perlu merancang apprenticeship baru: pekerja tetap berlatih memahami dasar, menilai keluaran, dan

menangani kasus. Efisiensi tidak boleh menghapus pembentukan kompetensi.

Kebijakan pasar kerja memerlukan observatorium tugas dan keterampilan, microcredentials, rekognisi
pembelajaran, layanan penempatan, serta perlindungan sosial portabel. Dialog sosial membantu
mengatur monitoring, evaluasi, dan pembagian manfaat produktivitas. Tujuan bukan mempertahankan
setiap tugas lama, tetapi memastikan pekerja memiliki waktu, dukungan, dan suara untuk berpindah ke

pekerjaan yang bermartabat.
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19. Keterampilan untuk Ekonomi Al

Keterampilan Al tidak identik dengan coding. Pengguna perlu memahami masalah, data, domain, etika,
komunikasi, dan evaluasi. Terdapat lapisan: literasi bagi semua pekerja; kemampuan penggunaan bagi
profesional; kemampuan pengembangan bagi teknisi; dan kemampuan governance bagi pemimpin,

auditor, regulator, serta dewan. Program pelatihan harus disesuaikan dengan peran.

Pembelajaran berbasis tugas lebih efektif daripada seminar umum. Peserta membawa proses kerja,
mengidentifikasi bottleneck, mencoba alat aman, mengukur hasil, dan merefleksikan risiko. Pelatihan
harus mencakup verifikasi, privasi, keamanan, copyright, dan eskalasi. Sertifikat tanpa praktik tidak

menjamin kesiapan.

Universitas, politeknik, lembaga pelatihan, asosiasi, dan perusahaan perlu berbagi standar kompetensi.
Pemerintah dapat mendukung akun pembelajaran individu dan insentif bagi UMKM. Namun, kualitas
penyedia harus diawasi. Evaluasi mengikuti perubahan kinerja dan mobilitas kerja, bukan hanya jumlah

peserta. Keterampilan adalah infrastruktur yang membutuhkan pembaruan terus-menerus.

20. Ketimpangan Digital dan Inklusi

Kesenjangan digital memiliki tiga tingkat: akses, kemampuan menggunakan, dan hasil yang diperoleh.
Dua orang dapat memiliki internet, tetapi hanya satu memiliki perangkat, waktu, literasi, dan pekerjaan
yang memungkinkan manfaat ekonomi. Al dapat memperlebar kesenjangan antara perusahaan dengan
data dan talenta versus usaha kecil; antara kota dan desa; serta antara bahasa dominan dan bahasa

lokal.

Desain inklusif memerlukan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, antarmuka sederhana, bahasa
lokal, serta jalur bantuan manusia. Perempuan menghadapi hambatan kepemilikan perangkat, waktu,
keamanan, dan representasi data. Kelompok informal mungkin tidak memiliki dokumen atau jejak
digital. Kebijakan harus mengukur penggunaan dan hasil menurut wilayah, gender, usia, pendapatan,

disabilitas, dan skala usaha.

Inklusi bukan berarti memaksa semua layanan menjadi digital-only. Assisted digital service, pusat
komunitas, dan kanal luring tetap diperlukan. Teknologi harus memperluas pilihan. Ketika warga
menolak atau gagal menggunakan sistem, organisasi perlu mencari kegagalan desain, bukan

menyalahkan pengguna. Pemulihan inklusif dinilai dari siapa yang naik produktivitas dan kualitas hidup.
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21. Persaingan, Platform, dan Konsentrasi

Ekonomi digital memiliki network effects, economies of scale, dan keunggulan data yang mendorong
konsentrasi. Platform memberi pasar dan efisiensi, tetapi dapat menetapkan aturan, komisi, peringkat,
dan akses data. UMKM yang bergantung pada satu platform memiliki risiko perubahan algoritma. Al

generatif juga memerlukan komputasi dan model dasar yang dikuasai sedikit perusahaan.

Kebijakan persaingan harus melihat akuisisi, bundling, self-preferencing, interoperabilitas, portabilitas
data, dan akses yang adil. Tujuannya bukan menghukum ukuran, tetapi menjaga contestability dan
inovasi. Open API serta standar dapat mengurangi switching cost, selama keamanan terjaga.

Pengawasan harus memiliki keahlian teknis dan data.

Indonesia perlu mendukung ekosistem model kecil, open-source yang aman, penyedia cloud lokal,
startup vertikal, dan integrator. Dukungan publik harus kompetitif dan berorientasi kapabilitas, bukan
menciptakan juara yang tidak disiplin. Kedaulatan digital paling kuat ketika terdapat pilihan pemasok,

talenta, dan kemampuan mengevaluasi teknologi.

22. Keamanan Siber dan Ketahanan Ekonomi

Semakin digital ekonomi, semakin besar dampak gangguan siber. Ransomware, pencurian identitas,
serangan rantai pasok, manipulasi model, dan kegagalan cloud dapat menghentikan operasi. Al
membantu deteksi ancaman sekaligus digunakan penyerang untuk phishing dan otomatisasi. Keamanan

harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah insiden.

Organisasi memerlukan inventaris aset, autentikasi kuat, least privilege, backup teruji, segmentasi,
patching, monitoring, dan respons insiden. Model Al menambah risiko prompt injection, data poisoning,
model theft, dan kebocoran melalui output. Red teaming serta pengujian adversarial penting. Vendor

harus menyediakan pemberitahuan insiden, bukti kontrol, dan hak audit sesuai risiko.

Ketahanan nasional membutuhkan koordinasi, berbagi informasi, latihan, dan dukungan bagi UMKM
serta layanan kritis. Pelaporan insiden sebaiknya mendorong perbaikan tanpa menyembunyikan
kelalaian. Cybersecurity adalah investasi produktivitas karena mengurangi downtime dan membangun

kepercayaan. Sistem yang cepat tetapi rapuh bukan mesin pemulihan.

23. Disinformasi, Deepfake, dan Integritas Informasi

Al generatif menurunkan biaya membuat teks, audio, gambar, dan video palsu. Disinformasi dapat

mengganggu pemilu, pasar, reputasi, kesehatan, dan respons bencana. Masalahnya bukan hanya konten
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palsu, tetapi hilangnya kepercayaan terhadap bukti asli. Liar's dividend muncul ketika pelaku menolak

rekaman autentik sebagai deepfake.

Respons memerlukan provenance, watermark, deteksi, fact-checking, literasi, transparansi iklan, dan
tanggung jawab platform. Tidak ada alat tunggal yang sempurna. Detektor dapat salah dan menjadi
usang. Institusi perlu membangun saluran komunikasi resmi, kecepatan klarifikasi, dan arsip yang dapat

diverifikasi. Media memerlukan protokol autentikasi tanpa memperkuat konten berbahaya.

Regulasi harus menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah penyalahgunaan. Definisi yang terlalu
luas dapat membungkam kritik. Fokus dapat diarahkan pada penipuan, impersonation, manipulasi
terkoordinasi, dan kegagalan platform memenuhi proses. Integritas informasi adalah infrastruktur

ekonomi karena keputusan pasar serta publik bergantung pada kepercayaan.

24. Responsible Al dan Pendekatan Berbasis Risiko

Responsible Al berarti sistem dirancang dan digunakan secara bermanfaat, adil, transparan, dapat
dijelaskan, aman, tangguh, dan akuntabel. Prinsip perlu diterjemahkan ke proses: klasifikasi risiko,
penilaian dampak, dokumentasi data, pengujian, human oversight, monitoring, incident response, dan

penghentian. Tanpa proses, etika menjadi slogan.

Pendekatan berbasis risiko membedakan penggunaan minimal, terbatas, tinggi, dan tidak dapat
diterima. Sistem berisiko tinggi mencakup keputusan yang memengaruhi hak, keselamatan, pekerjaan,
kredit, kesehatan, pendidikan, atau layanan publik. Kewajiban harus lebih ketat: validasi independen,
log, penjelasan, banding, dan audit. Sistem rendah risiko dapat mengikuti aturan lebih ringan agar

inovasi tidak terhambat.

Akuntabilitas tidak boleh dialihkan kepada model. Organisasi yang memutuskan penggunaan tetap
bertanggung jawab. Vendor, developer, deployer, dan pengguna memiliki kewajiban berbeda yang
harus dinyatakan dalam kontrak. Human-in-the-loop hanya bermakna jika manusia memiliki

kompetensi, waktu, informasi, dan kewenangan untuk menolak keluaran.

25. Manajemen Strategis Implementasi Al

Implementasi dimulai dari tujuan, bukan teknologi. Organisasi memetakan proses dan masalah, memilih
use case berdampak, menilai kesiapan data, risiko, serta opsi build-buy-partner. Use case diprioritaskan
menurut nilai, kelayakan, risiko, dan pembelajaran. Portofolio mencakup quick wins, fondasi data,

eksperimen, dan transformasi jangka panjang.
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Proof of concept harus memiliki kriteria keluar. lJika berhasil, organisasi menyiapkan integrasi,
keamanan, operasi model, monitoring, dukungan pengguna, dan anggaran. MLOps atau LLMOps
mengelola versi data, model, prompt, evaluasi, dan insiden. Perubahan organisasi meliputi SOP, peran,
pelatihan, insentif, dan komunikasi. Tanpa adoption management, alat tidak digunakan atau digunakan

secara bayangan.

Dewan dan pimpinan mengawasi hasil, risiko, dan konsentrasi vendor. Dashboard mencakup manfaat,
kualitas, error, fairness, keamanan, penggunaan, biaya, dan dampak tenaga kerja. Sistem yang tidak
mencapai nilai atau menimbulkan risiko harus diperbaiki atau dihentikan. Kemampuan mengatakan

tidak adalah bagian kematangan digital.

26. Pengadaan, Kemitraan, dan Vendor Lock-in

Pengadaan Al sulit karena spesifikasi dan kinerja berkembang. Kontrak berbasis fitur dapat cepat usang.
Organisasi sebaiknya menetapkan masalah, hasil, data, tingkat layanan, keamanan, interoperabilitas,

serta evaluasi. Pilot berbayar yang terukur sering lebih baik daripada kontrak besar sebelum bukti.

Hak atas data, model yang disesuaikan, log, prompt, dokumentasi, dan keluaran harus jelas. Kontrak
mengatur lokasi data, subprosesor, retensi, penggunaan untuk pelatihan, pemberitahuan insiden, audit,
exit assistance, dan portabilitas. Model foundation pihak ketiga dapat berubah; organisasi

membutuhkan mekanisme pengujian ulang dan alternatif.

Kemitraan dengan startup dan universitas memperluas inovasi, tetapi procurement threshold dan
persyaratan sering menghalangi pelaku kecil. Sandbox pengadaan, challenge fund, dan consortium
dapat membantu. Tetap diperlukan transparansi konflik kepentingan serta kepemilikan intelektual.

Tujuan kemitraan adalah membangun kapasitas bersama, bukan ketergantungan permanen.

27. Pembiayaan Transformasi Digital

Transformasi digital mencakup aset tak berwujud: software, data, desain, pelatihan, keamanan, dan
perubahan proses. Akuntansi serta kredit tradisional lebih mudah menilai mesin fisik daripada
kapabilitas ini. UMKM dan pemerintah daerah menghadapi kesulitan membiayai tahap awal serta
operasi. Kebijakan perlu mengembangkan voucher, matching grant, penjaminan, dan pembiayaan

berbasis hasil.

Dana publik sebaiknya membiayai public goods dan spillovers: konektivitas wilayah kurang komersial,

data publik, standar, riset dasar, testing facility, dan pelatihan. Dukungan perusahaan harus memiliki
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additionality serta target kapabilitas. Subsidi cloud tanpa perubahan proses dapat habis tanpa dampak.

Evaluasi harus melihat produktivitas dan difusi.

Sovereign Al fund atau kendaraan investasi dapat dipertimbangkan, tetapi memerlukan mandat,
governance, seleksi profesional, transparansi, dan disiplin penghentian. Investasi negara harus
mengatasi kegagalan pasar, bukan mengejar tren atau menanggung seluruh risiko swasta. Portofolio

sebaiknya menyeimbangkan infrastruktur, talenta, riset, serta aplikasi sektor prioritas.

28. Pengukuran Dampak Ekonomi dan Sosial

Ukuran ekonomi digital sering berfokus pada gross merchandise value, transaksi, pengguna, atau
investasi. Indikator tersebut penting, tetapi tidak menunjukkan nilai tambah domestik, produktivitas,
keuntungan UMKM, upah, kualitas kerja, atau pemerataan. Dashboard nasional perlu menghubungkan

input, adopsi, output, outcome, dan dampak.

Pada tingkat organisasi, baseline mencakup waktu, biaya, kualitas, error, pendapatan, kepuasan, dan
risiko. Evaluasi Al membedakan kinerja model dari kinerja sistem manusia-mesin. Model akurat dapat
gagal jika pengguna salah memahami; model sederhana dapat memberi nilai besar jika alur kerja tepat.

A/B testing, phased rollout, dan audit kualitatif saling melengkapi.

Indikator distribusional mencakup wilayah, gender, usia, pendidikan, disabilitas, skala usaha, dan jenis
pekerjaan. Dampak lingkungan—energi, air, perangkat—juga perlu dicatat. Transparansi mengenai
ketidakpastian mencegah klaim berlebihan. Keberhasilan bukan berapa banyak Al dipasang, melainkan

masalah apa yang terselesaikan dengan aman dan adil.

29. Peta Jalan 2026-2030

Tahap pertama adalah fondasi: memperluas konektivitas berkualitas, melaksanakan perlindungan data,
memperkuat identitas dan pembayaran, membuka data publik aman, membangun cloud serta
komputasi, dan meningkatkan keamanan. Pemerintah menyelesaikan peta jalan serta aturan Al berbasis

risiko. Organisasi publik dan BUMN menginventarisasi sistem Al dan menilai dampak.

Tahap kedua adalah difusi produktif. Program UMKM beralih dari onboarding menuju integrasi operasi.
Extension center membantu manufaktur, pertanian, kesehatan, dan daerah. Pendidikan mengadopsi
literasi Al serta asesmen baru. Pembiayaan mendukung aset tak berwujud. Dataset dan model bahasa

Indonesia serta daerah dikembangkan dengan governance.
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Tahap ketiga adalah skala dan inovasi. Indonesia memperkuat riset, startup vertikal, model efisien,
semiconductor design, cybersecurity, dan ekspor jasa digital. Evaluasi dua tahunan memperbarui
prioritas. Peta jalan harus adaptif terhadap teknologi, tetapi stabil pada nilai: manfaat publik, hak,

keselamatan, persaingan, dan inklusi.

30. Peta Jalan 2030-2045

Pada horizon 2030-2045, transformasi digital harus bergerak dari konsumsi menuju penciptaan
teknologi. Sistem pendidikan menghasilkan peneliti, engineer, product manager, auditor, dan pemimpin
yang mampu bekerja lintas disiplin. Perusahaan lokal mengembangkan IP, produk, dan jasa yang

kompetitif. Infrastruktur digital menggunakan energi lebih bersih dan beroperasi tahan bencana.

Pemerintahan menjadi interoperabel dan proaktif, tetapi tetap menyediakan kontrol warga. Data space
sektoral memungkinkan kolaborasi dengan aturan akses. Al mendukung kesehatan preventif, pertanian
presisi, kota tangguh, industri hijau, dan pendidikan personal. Keberhasilan bergantung pada institusi

yang belajar dan memperbaiki sistem berdasarkan bukti.

Indonesia Emas 2045 tidak boleh diartikan sebagai negara dengan aplikasi terbanyak, melainkan negara
yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas manusia, produktivitas, dan keadilan.
Kemandirian terletak pada kemampuan memahami, mengembangkan, mengaudit, dan memilih

teknologi. Hubungan internasional tetap penting untuk standar, riset, dan pasar.

31. Skenario Kasus: UMKM Pangan di Bogor

Sebuah produsen makanan skala kecil di Bogor memiliki penjualan daring, tetapi stok, pembelian, dan
kas dicatat terpisah. Transformasi dimulai dengan kode produk, pencatatan bahan, integrasi
pembayaran, dan dashboard sederhana. Setelah data stabil, Al digunakan untuk prediksi permintaan
mingguan serta draf konten. Sistem tidak langsung mengotomasi keputusan pembelian; pemilik

meninjau rekomendasi berdasarkan acara lokal dan cuaca.

Pendamping mengukur stockout, waste, margin, waktu administrasi, dan repeat customer. Pelatihan
mencakup privasi data pelanggan dan verifikasi konten. Setelah tiga bulan, model diuji ulang karena
musim berubah. Koperasi menyediakan paket perangkat lunak, help desk, dan negosiasi logistik

sehingga biaya terjangkau.

Kasus ini menunjukkan tahapan yang realistis: standardisasi, digitalisasi, integrasi, analitik, lalu Al.

Keberhasilan tidak bergantung pada model paling besar, melainkan data yang berguna dan perubahan
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keputusan. Skala kebijakan dapat dicapai melalui klaster UMKM dengan karakter serupa, bukan aplikasi

seragam bagi semua sektor.

32. Skenario Kasus: Rumah Sakit dan Al Administratif

Rumah sakit menghadapi antrean, klaim tertunda, dan dokumentasi berulang. Tim memilih use case
risiko lebih rendah: klasifikasi dokumen klaim, ringkasan administratif untuk ditinjau petugas, dan
prediksi no-show. Data klinis sensitif dipisahkan, vendor dilarang menggunakan data untuk pelatihan,

dan akses dicatat. Pengguna dilatih mengenali kesalahan.

Pilot membandingkan waktu proses, akurasi, beban kerja, penolakan klaim, dan kepuasan. Sistem tidak
mengeluarkan keputusan klinis. Ketika ditemukan kesalahan pada format tertentu, rollout dihentikan
sementara dan data diperbaiki. Komite digital melibatkan manajemen, dokter, perawat, rekam medis,

legal, keamanan, dan perwakilan pasien.

Manfaat ekonomi berasal dari arus kas lebih cepat dan waktu staf untuk layanan bernilai tinggi.
Responsible Al tidak memperlambat inovasi; ia mencegah kegagalan yang merusak kepercayaan. Setelah

governance matang, rumah sakit dapat mempertimbangkan use case klinis dengan standar validasi lebih

tinggi.

33. Agenda Kebijakan Prioritas

Pertama, bangun konektivitas, cloud, komputasi, data, dan energi sebagai infrastruktur. Kedua,
laksanakan perlindungan data serta keamanan dengan kapasitas penegakan. Ketiga, tetapkan tata kelola
Al berbasis risiko yang selaras antarotoritas. Keempat, fokuskan difusi pada produktivitas sektor riil dan

UMKM. Kelima, reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis tugas.

Keenam, kembangkan data, model, dan aplikasi berbahasa Indonesia serta daerah. Ketujuh, jaga
persaingan, interoperabilitas, dan portabilitas. Kedelapan, gunakan pengadaan publik untuk
membangun pasar dan kapabilitas lokal. Kesembilan, siapkan perlindungan sosial serta dialog kerja.

Kesepuluh, ukur dampak produktivitas, kualitas, pemerataan, keamanan, dan lingkungan.

Urutan penting: aturan data dan keamanan harus berkembang bersama adopsi; pelatihan sebelum
sistem diwajibkan; kanal banding sebelum keputusan otomatis; infrastruktur sebelum target
penggunaan. Strategi yang koheren mengubah Al dari eksperimen terpisah menjadi kapasitas ekonomi

nasional.
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34. Penutup

Al dan digitalisasi dapat menjadi mesin baru pemulihan ekonomi Indonesia karena menurunkan biaya
transaksi, mempercepat pembelajaran, memperluas pasar, dan meningkatkan mutu keputusan. Tetapi
mesin memerlukan bahan bakar data, infrastruktur, keterampilan, proses, dan kepercayaan. Tanpa

komponen tersebut, teknologi menghasilkan biaya, ketergantungan, dan risiko baru.

Pilihan strategis adalah human-centered augmentation. Otomasi digunakan ketika aman dan bernilai;
manusia memimpin tujuan, penilaian, empati, serta akuntabilitas. Produktivitas dibagi melalui pekerjaan
berkualitas, layanan lebih baik, dan kesempatan bagi UMKM serta daerah. Tata kelola bukan musuh

inovasi, melainkan fondasi adopsi yang tahan lama.

Indonesia memiliki skala, talenta, keragaman, dan masalah nyata yang dapat menjadi laboratorium
inovasi bermakna. Jika transformasi diarahkan pada penciptaan kapabilitas, bukan konsumsi teknologi,
Al dapat memperkuat kemandirian dan daya saing. Pemulihan kemudian bukan kembali ke keadaan

lama, tetapi lompatan menuju ekonomi yang lebih cerdas, inklusif, tangguh, dan bermartabat.

Pendalaman A. Paradoks Produktivitas dan Kurva-J Digital

Sejarah teknologi informasi menunjukkan bahwa investasi besar tidak selalu segera terlihat dalam
statistik produktivitas. Komputer, internet, dan enterprise software membutuhkan perubahan proses,
struktur, keterampilan, serta aset tak berwujud. Brynjolfsson, Rock, dan Syverson (2021) menjelaskan
pola kurva-J: pada tahap awal, organisasi menanggung biaya pembelajaran dan membangun modal
organisasi yang sering tidak tercatat, sementara manfaat muncul kemudian. Hal yang sama mungkin

terjadi pada Al. Pengeluaran cloud dan lisensi meningkat sebelum proses benar-benar didesain ulang.

Paradoks ini penting bagi kebijakan pemulihan. Dorongan adopsi yang hanya mengukur pembelian
teknologi dapat terlihat berhasil, tetapi tidak menjamin output. Pemerintah perlu mendukung
complementary investments: integrasi data, perubahan SOP, pelatihan, keamanan, manajemen produk,
dan evaluasi. Perusahaan perlu memberi ruang eksperimen dan pembelajaran sambil menjaga disiplin.

Target yang terlalu cepat dapat mendorong penggunaan semu dan klaim manfaat yang tidak terukur.

Produktivitas juga dapat tersembunyi dalam kualitas dan variasi. Layanan lebih cepat, terjemahan lebih
baik, akses 24 jam, atau penurunan kesalahan tidak selalu tercermin segera pada volume. Karena itu,
pengukuran menggabungkan kuantitas, kualitas, harga, kepuasan, dan outcome. Dalam jangka panjang,
statistik nasional perlu menangkap investasi data, software, desain, dan kapabilitas organisasi agar

transformasi tidak dipandang hanya sebagai biaya.
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Pendalaman B. Al Stack dan Posisi Strategis Indonesia

Ekosistem Al memiliki lapisan: energi dan pusat data; chip serta jaringan; cloud dan komputasi;
foundation model; data dan tools; aplikasi; serta layanan integrasi. Nilai dan kekuatan pasar tidak
tersebar merata. Indonesia perlu memilih posisi berdasarkan keunggulan dan kebutuhan. Tidak realistis
menguasai seluruh lapisan sekaligus, tetapi berbahaya jika bergantung pada satu pemasok pada setiap

lapisan.

Strategi dapat menekankan pusat data efisien dengan energi bersih, cloud yang memenuhi standar
kedaulatan dan portabilitas, model bahasa Indonesia, aplikasi sektor prioritas, cybersecurity, dan system
integration. Desain chip, edge Al, serta optimasi model juga menawarkan niche. Pengadaan pemerintah
dan BUMN dapat menciptakan permintaan awal, sementara universitas membangun riset dan

benchmark. Kolaborasi internasional tetap diperlukan untuk chip, model, standar, dan pasar.

Peta stack membantu menghindari slogan kemandirian yang kabur. Setiap lapisan dinilai menurut nilai
ekonomi, risiko keamanan, switching cost, kebutuhan talenta, dan peluang domestik. Kedaulatan dapat
berbentuk kontrol, kkmampuan audit, redundansi, portabilitas, atau kepemilikan—tidak selalu produksi

lokal total. Pilihan harus transparan dan diperbarui ketika teknologi berubah.

Pendalaman C. Transformasi Digital Berbasis Wilayah

Geografi kepulauan membuat strategi nasional harus diterjemahkan ke kebutuhan wilayah. Kota besar
memiliki pasar, talenta, dan pusat data tetapi menghadapi kemacetan serta ketimpangan. Daerah
industri membutuhkan otomasi, logistik, dan keamanan OT. Wilayah pertanian membutuhkan
konektivitas, penyuluhan, cuaca, dan pasar. Pulau kecil membutuhkan layanan jarak jauh dan edge

computing yang tetap berfungsi ketika koneksi terganggu.

Pemerintah daerah perlu menyusun digital economic profile: kualitas koneksi, struktur usaha,
keterampilan, layanan publik, data, dan risiko. Berdasarkan profil, daerah memilih beberapa use case
dengan nilai tinggi. Pendekatan place-based menghindari pembangunan command center yang mahal
tetapi tidak digunakan. Shared service antardaerah dapat menyediakan keamanan, cloud, procurement,

dan data engineer yang tidak mampu dibiayai setiap kabupaten.

Dana transfer dapat mengaitkan dukungan dengan hasil, tetapi tidak menghukum daerah yang
berangkat dari kondisi sulit. Indikator harus menilai perbaikan relatif, kualitas layanan, dan inklusi. Pusat
menyediakan standar, platform dasar, pembiayaan, serta bantuan teknis; daerah memimpin desain
layanan dan pelibatan warga. Transformasi digital yang seragam akan gagal menangkap keragaman

Indonesia.
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Pendalaman D. Data Space Sektoral dan Interoperabilitas

Data space adalah kerangka berbagi data antarorganisasi dengan aturan identitas, akses, tujuan,
standar, dan akuntabilitas. la berbeda dari mengumpulkan semua data dalam satu gudang. Data dapat
tetap berada pada pemiliknya dan diakses secara terkontrol. Konsep ini relevan bagi kesehatan,
pertanian, logistik, manufaktur, pendidikan, serta keuangan, tempat manfaat analitik memerlukan data

lintas entitas.

Keberhasilan membutuhkan common data model, metadata, API, consent, audit log, dan mekanisme
tanggung jawab. Federated learning atau privacy-enhancing technologies dapat mengurangi
perpindahan data, tetapi bukan solusi magis. Governance tetap menentukan siapa boleh menggunakan
untuk tujuan apa, bagaimana manfaat dibagi, dan bagaimana kesalahan diperbaiki. Pelaku kecil perlu

dukungan agar standar tidak hanya dapat dipenuhi perusahaan besar.

Pemerintah dapat menjadi convenor dan menetapkan aturan dasar, sedangkan sektor mengembangkan
standar teknis. Open standards mengurangi lock-in. Data space yang dipercaya mempercepat inovasi
karena setiap proyek tidak memulai negosiasi dari nol. Namun, ekspansi harus bertahap berdasarkan
use case dan risiko; membangun platform nasional tanpa kebutuhan nyata dapat menghasilkan

infrastruktur kosong.

Pendalaman E. Green Al dan Beban Lingkungan Digital

Ekonomi digital sering dianggap tidak bermaterial, padahal pusat data, perangkat, kabel, baterai, dan
chip menggunakan energi, air, mineral, serta menghasilkan limbah. Pelatihan dan inferensi model besar
menambah permintaan komputasi. Indonesia perlu menghubungkan strategi Al dengan energi dan
ekonomi sirkular. Lokasi pusat data harus mempertimbangkan ketersediaan listrik bersih, air, panas,

jaringan, dan risiko bencana.

Green Al mengukur energi dan emisi per layanan, bukan hanya ukuran model. Teknik seperti model
distillation, quantization, caching, retrieval, batching, dan penggunaan model kecil dapat mengurangi
biaya. Tidak setiap tugas memerlukan foundation model terbesar. Edge Al mengurangi transfer data,
tetapi menambah perangkat; pilihan perlu dinilai sepanjang daur hidup. Pengadaan dapat meminta

pelaporan energi serta efisiensi.

Perangkat digital harus dirancang untuk umur panjang, perbaikan, dan daur ulang. Program penggantian
perangkat pemerintah dapat menciptakan limbah jika tidak ada standar. Extended producer

responsibility, secure data wiping, pasar refurbished, dan pengolahan formal memperkuat sirkularitas.
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Transformasi digital yang menambah emisi serta sampah tanpa transparansi melemahkan tujuan

pembangunan berkelanjutan.

Pendalaman F. Al untuk Adaptasi lklim dan Bencana

Indonesia menghadapi banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, gempa, dan erupsi. Al dapat
menggabungkan sensor, satelit, cuaca, topografi, dan laporan warga untuk peringatan dini, pemetaan
dampak, serta alokasi respons. Nilai utamanya adalah mempercepat keputusan. Namun, prediksi hanya

berguna jika terhubung dengan SOP, komunikasi, kapasitas evakuasi, dan kepercayaan masyarakat.

Sistem peringatan perlu diuji terhadap false positive dan false negative. Terlalu banyak alarm
mengurangi kepatuhan; kegagalan mendeteksi menimbulkan kerugian besar. Model harus menjelaskan
ketidakpastian dan menyediakan fallback ketika jaringan padam. Data lokal, pengetahuan masyarakat,

serta simulasi rutin melengkapi analitik. Keputusan tetap dipimpin otoritas yang bertanggung jawab.

Al juga membantu perencanaan adaptasi dengan memproyeksikan risiko aset dan layanan. Bank dapat
menilai risiko fisik; pemerintah memprioritaskan drainase; petani menerima informasi musim.
Penggunaan tidak boleh menyingkirkan komunitas yang datanya sedikit. Investasi data observasi dan
stasiun cuaca sering lebih penting daripada model canggih. Fondasi pengukuran menentukan kualitas

prediksi.

Pendalaman G. Reformasi Pengadaan Digital Pemerintah

Pengadaan tradisional menentukan spesifikasi rinci dan memilih harga, sedangkan proyek digital
membutuhkan iterasi. Spesifikasi kaku dapat mengunci teknologi sebelum pengguna memahami
kebutuhan. Pendekatan agile procurement memecah proyek menjadi tahap discovery, prototype, pilot,
dan scale. Pembayaran dikaitkan dengan deliverable serta outcome yang dapat diuji, bukan jumlah

perangkat.

Kontrak harus mencegah ketergantungan: data format terbuka, API, dokumentasi, source escrow bila
relevan, hak audit, dan exit plan. Pemerintah perlu mempertahankan product owner serta arsitek
internal. Outsourcing seluruh pengetahuan membuat lembaga tidak mampu mengawasi vendor.
Evaluasi penawaran mempertimbangkan keamanan, aksesibilitas, interoperabilitas, dampak lingkungan,

dan total cost of ownership.

Katalog solusi dan kontrak payung dapat mempercepat pembelian umum, sementara challenge-based
procurement membuka ruang startup. Transparansi algoritma tidak selalu berarti membuka source code

kepada publik, tetapi pemerintah harus dapat menguiji kinerja, bias, dan keamanan. Pengadaan adalah
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instrumen kebijakan industri dan tata kelola; kualitasnya menentukan apakah belanja digital

membangun kapabilitas atau sekadar aset.

Pendalaman H. Riset, Benchmark, dan Bahasa Indonesia

Riset Al Indonesia membutuhkan benchmark yang mencerminkan bahasa, budaya, geografi, dan sektor
lokal. Akurasi bahasa Inggris tidak menjamin bahasa Indonesia formal, percakapan, atau daerah.
Benchmark perlu mencakup fakta, penalaran, keselamatan, bias, konteks budaya, dan performa domain.

Dataset harus terdokumentasi, berlisensi, dan menghormati privasi serta hak komunitas.

Open science mempercepat pembelajaran melalui model, data, kode, dan hasil evaluasi yang dapat
direplikasi. Namun, keterbukaan memiliki batas ketika data sensitif atau model berisiko disalahgunakan.
Tiered access dan secure research environment dapat menyeimbangkan. Pendanaan perlu mendukung

pemeliharaan dataset dan infrastruktur, bukan hanya publikasi awal.

Universitas dapat membentuk konsorsium dengan industri dan pemerintah untuk masalah prioritas.
Aturan konflik kepentingan, independensi evaluasi, dan publikasi hasil negatif penting. Penilaian karier
akademik sebaiknya menghargai benchmark, software, standar, dan dampak kebijakan. Kapabilitas
evaluasi independen adalah aset strategis karena negara tidak harus menerima klaim vendor tanpa

pengujian.

Pendalaman I. Compact Produktivitas Pekerja-Perusahaan

Al dapat meningkatkan output, tetapi pekerja khawatir manfaat hanya menjadi pengurangan tenaga
kerja atau intensifikasi monitoring. Compact produktivitas adalah kesepakatan mengenai tujuan, data,
pelatihan, evaluasi, dan pembagian manfaat. Pekerja dilibatkan sebelum deployment, diberi
kesempatan menguji, serta mengetahui data apa yang dikumpulkan. Performance management tidak

boleh menggunakan skor algoritmik tanpa konteks dan banding.

Jika Al menghemat waktu, organisasi dapat membagi manfaat melalui upah, jam kerja, pelatihan,
kualitas layanan, atau pertumbuhan. Model pembagian berbeda antarindustri, tetapi transparansi
memperkuat kepercayaan. Kesepakatan juga menetapkan batas penggunaan data biometrik, keystroke,

lokasi, dan komunikasi. Monitoring yang berlebihan merusak otonomi serta dapat menurunkan inovasi.

Serikat pekerja dan asosiasi profesi memerlukan kemampuan teknis untuk berunding. Pemerintah dapat
menyediakan model clause dan mediator. Compact tidak menghalangi perubahan; ia membuat
perubahan dapat diprediksi dan adil. Adopsi yang dipercaya cenderung lebih tinggi karena pekerja tidak

menyembunyikan penggunaan atau menolak sistem.
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Pendalaman J. Perlindungan Sosial di Era Otomasi

Perubahan tugas dapat mempercepat perpindahan kerja. Perlindungan sosial tradisional yang melekat
pada pekerjaan formal tidak cukup bagi gig worker, freelancer, dan pekerja informal. Portabilitas
jaminan kesehatan, kecelakaan, pensiun, serta akun pelatihan membantu mobilitas. Sistem perlu

sederhana dan tidak menambah beban administrasi yang membuat pekerja keluar.

Asuransi pengangguran atau bantuan transisi dapat dipasangkan dengan counseling, skill assessment,
dan penempatan. Pelatihan harus terhubung dengan permintaan lokal. Insentif perusahaan untuk
mempertahankan serta melatih pekerja dapat lebih efektif daripada membayar setelah pemutusan,
selama tidak mempertahankan pekerjaan yang tidak berkelanjutan. Data lowongan membantu

merancang program.

Al dapat membantu matching kerja, tetapi model harus transparan dan tidak menyaring kelompok
berdasarkan proxy. Pencari kerja perlu mengetahui alasan rekomendasi dan dapat memperbaiki data.
Perlindungan sosial digital harus memiliki kanal bantuan manusia. Efisiensi administrasi tidak boleh

mengorbankan hak warga yang paling rentan.

Pendalaman K. Digitalisasi Pajak dan Administrasi Ekonomi

Digitalisasi pajak dapat memperluas basis, mengurangi biaya kepatuhan, dan memperbaiki analisis
risiko. E-invoicing, pembayaran digital, data pihak ketiga, dan layanan terpadu membantu pemerintah
serta wajib pajak. Al dapat memprioritaskan pemeriksaan dan mendeteksi anomali. Namun, kekuasaan

informasi yang besar memerlukan governance, keamanan, dan hak banding.

Model risiko tidak boleh menjadi bukti tunggal pelanggaran. Data dapat salah, identitas dapat tertukar,
dan pola usaha berbeda. Aparat memerlukan prosedur verifikasi dan dokumentasi alasan. Wajib pajak
berhak memperbaiki data dan memperoleh penjelasan. Penggunaan data harus proporsional serta

dibatasi tujuan agar kepercayaan tidak rusak.

Bagi UMKM, digitalisasi pajak sebaiknya memberi manfaat: pembukuan sederhana, akses pembiayaan,
dan pengurangan laporan berulang. Threshold, transisi, serta bantuan perlu jelas. Formalisasi yang
hanya menambah kewajiban dapat mendorong usaha kembali informal. Administrasi digital yang baik

menggabungkan enforcement dengan service design.

25



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Al dan Digitalisasi sebagai Mesin Baru Pemulihan Ekonomi Indonesia

Pendalaman L. Al dan Perdagangan Internasional

Al memengaruhi perdagangan melalui otomatisasi jasa, terjemahan, desain, compliance, dan logistik.
UMKM dapat menjual lintas negara dengan biaya lebih rendah. Indonesia berpeluang mengekspor
software, creative services, business process, dan solusi sektor tropis. Namun, pasar menuntut

perlindungan data, keamanan, IP, serta standar Al yang dapat dipercaya.

Data localization, cross-border data flows, dan cloud regulation perlu diseimbangkan. Pembatasan luas
dapat menaikkan biaya serta menghambat jasa, sedangkan aliran tanpa perlindungan melemahkan hak
dan keamanan. Mekanisme adequacy, contractual clauses, sertifikasi, dan mutual recognition dapat

digunakan. Indonesia perlu aktif dalam standar ASEAN dan global.

Al juga mengubah keunggulan komparatif. Tugas jasa rutin mungkin terotomasi, sementara permintaan
bergeser ke integrasi, domain expertise, dan hubungan. Strategi ekspor harus menaikkan keterampilan
serta membangun reputasi. Bahasa dan zona waktu memberi peluang regional, tetapi kualitas dan

keamanan menentukan keberlanjutan kontrak.

Pendalaman M. Skenario 2030: Tiga Jalur Digital

Skenario pertama adalah digitalisasi konsumtif. Transaksi dan penggunaan aplikasi tumbuh, tetapi
produktivitas sektor riil tertinggal. Data serta keuntungan terkonsentrasi, impor jasa digital meningkat,
dan UMKM bergantung pada platform. Infrastruktur berkembang tanpa kemampuan lokal. Ekonomi

terlihat digital, tetapi nilai tambah domestik terbatas.

Skenario kedua adalah otomasi tanpa inklusi. Perusahaan besar menggunakan Al secara cepat dan
efisien, tetapi pekerja, daerah, serta usaha kecil tidak siap. Output naik, namun ketimpangan dan
distrust meningkat. Pengawasan kerja meluas, layanan menjadi digital-only, dan kesalahan algoritma

sulit digugat. Reaksi sosial mendorong regulasi mendadak.

Skenario ketiga adalah transformasi produktif dan bertanggung jawab. Infrastruktur, data, keterampilan,
persaingan, serta governance berkembang bersama. Al meningkatkan sektor riil dan layanan publik;
pekerja dilatih; UMKM memperoleh pendampingan; Indonesia menciptakan aplikasi dan pengetahuan.
Skenario ini memerlukan koordinasi, tetapi memberi pertumbuhan lebih tangguh. Pilihan hari ini

menentukan jalur mana yang menguat.
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Pendalaman N. Checklist Kepemimpinan untuk Adopsi Al

Pemimpin perlu menjawab sepuluh pertanyaan: masalah apa yang diselesaikan; siapa pengguna dan
terdampak; data apa yang digunakan; bagaimana keberhasilan diukur; risiko apa yang tidak dapat
diterima; siapa bertanggung jawab; bagaimana manusia mengawasi; bagaimana sistem diuji; apa
rencana insiden; dan bagaimana keluar dari vendor. Pertanyaan ini mengubah diskusi dari hype menuju

keputusan.

Pimpinan juga membangun budaya aman untuk melaporkan kesalahan. Jika pegawai takut, shadow Al
berkembang dan insiden disembunyikan. Kebijakan penggunaan harus praktis: klasifikasi data, alat yang
disetujui, penggunaan terlarang, verifikasi, dan bantuan. Champions membantu rekan kerja, sementara
fungsi risiko memberi guardrails. Governance yang terlalu birokratis mendorong bypass; governance

terlalu longgar mendorong kerugian.

Dewan meninjau portofolio, konsentrasi pemasok, dampak tenaga kerja, serta kesiapan keamanan.
Pertanyaan penting bukan apakah perusahaan memakai Al, tetapi apakah Al menciptakan nilai yang
dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan digital adalah kemampuan

menggabungkan teknologi, manusia, proses, dan etika dalam satu strategi.

Studi Kasus 1. Digitalisasi Pedagang Pasar Tradisional

Sebuah pasar tradisional menghadapi pencatatan tunai, stok tidak terukur, dan ketergantungan
pelanggan lokal. Program digital tidak langsung memindahkan semua pedagang ke marketplace. Tahap
pertama menyediakan QRIS, pembukuan ringan, katalog bersama, dan pelatihan keamanan. Pengelola
pasar membangun help desk yang membantu pemulihan akun serta sengketa transaksi. Pedagang tetap

dapat menerima tunai sehingga pelanggan lansia tidak tersingkir.

Setelah enam bulan, data agregat membantu memperkirakan pola permintaan tanpa membuka data
individual kepada pesaing. Kelompok pedagang melakukan pembelian bersama dan layanan
pengantaran. Al digunakan untuk mengelompokkan produk, membuat deskripsi, serta memprediksi
kebutuhan komoditas mudah rusak. Rekomendasi tetap diperiksa karena hari raya, cuaca, dan peristiwa

lokal sering tidak tertangkap model.

Keberhasilan diukur melalui margin, waste, transaksi berulang, akses kredit, dan waktu administrasi,
bukan jumlah akun. Program menunjukkan digitalisasi inklusif membutuhkan kombinasi teknologi,
pendampingan, governance, dan opsi non-digital. Pasar menjadi omnichannel tanpa kehilangan fungsi

sosialnya.

27



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Al dan Digitalisasi sebagai Mesin Baru Pemulihan Ekonomi Indonesia

Studi Kasus 2. Al pada Perkebunan dan Koperasi Petani

Koperasi petani mengumpulkan data cuaca, lahan, panen, dan serangan penyakit. Ponsel digunakan
untuk mengirim foto tanaman, sementara penyuluh memvalidasi label. Model vision membantu
memberi prioritas kunjungan, bukan menggantikan diagnosis lapangan. Petani menerima rekomendasi

dalam bahasa sederhana dengan tingkat keyakinan dan pilihan menghubungi penyuluh.

Perjanjian data menetapkan bahwa petani tetap memiliki hak akses dan data tidak dijual tanpa
persetujuan. Koperasi menggunakan data agregat untuk negosiasi input, asuransi, dan kontrak pembeli.
Model diuji menurut lokasi serta varietas agar tidak hanya akurat pada kebun yang dekat jalan. Ketika

koneksi lemah, aplikasi menyimpan data dan menggunakan model kecil secara offline.

Dampak dinilai dari pengurangan kehilangan, penggunaan input, hasil, pendapatan, dan ketepatan
respons. Contoh ini menegaskan Al pertanian adalah sistem sosial-teknis: kualitas muncul dari kombinasi
data, penyuluh, koperasi, pembiayaan, serta kepercayaan. Aplikasi tanpa lembaga lokal cepat

ditinggalkan.

Studi Kasus 3. Pemerintah Kabupaten dan Layanan Terpadu

Sebuah kabupaten memiliki puluhan aplikasi yang tidak saling terhubung. Warga berulang kali
mengunggah KTP dan mengunjungi kantor berbeda. Transformasi dimulai dengan inventaris layanan,
penyederhanaan syarat, identitas, pertukaran data, serta portal terpadu. Sistem lama dihentikan
bertahap untuk mengurangi biaya. Petugas front office dilibatkan dalam desain karena mengetahui

pengecualian yang tidak tertulis.

Al kemudian membantu klasifikasi surat, pencarian regulasi, dan chatbot informasi. Chatbot tidak
memutuskan hak dan selalu menyediakan rujukan kepada petugas. Log pertanyaan digunakan untuk
memperbaiki bahasa layanan. Data sensitif tidak dikirim ke layanan publik tanpa kontrak dan kontrol.

Audit menguji jawaban pada bahasa lokal serta pertanyaan warga dengan literasi rendah.

Indikator mencakup waktu penyelesaian, kunjungan fisik, biaya warga, error, pengaduan, dan
kesenjangan antar-kecamatan. Kabupaten memperoleh manfaat lebih besar dari menghapus proses

berulang daripada memasang Al canggih. Al menjadi lapisan setelah fondasi layanan dan data tertata.

Studi Kasus 4. Predictive Maintenance pada Pabrik

Pabrik mengalami downtime mesin kritis yang tidak terjadwal. Tim memasang sensor pada aset terbatas

dan menggabungkan data getaran, suhu, serta catatan perawatan. Sebelum Al, perusahaan
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memperbaiki standar pencatatan sebab kegagalan. Model memberi skor risiko dan rekomendasi

inspeksi; teknisi memutuskan tindakan berdasarkan keselamatan dan jadwal produksi.

Pilot membandingkan downtime, biaya maintenance, false alarm, suku cadang, dan keselamatan.
Teknisi senior membantu memberi label dan menjelaskan pola. Perusahaan menjamin data tidak
digunakan untuk menilai individu. Setelah model stabil, dashboard diintegrasikan dengan work order.

Vendor wajib menyerahkan dokumentasi serta fitur ekspor agar perusahaan dapat berpindah.

Keuntungan berasal dari penurunan gangguan dan perencanaan suku cadang, bukan pengurangan
teknisi. Pekerja beralih dari perbaikan darurat menuju analisis dan reliability engineering. Kasus ini
menunjukkan augmentasi dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas pekerjaan jika desain dan

insentif selaras.

Studi Kasus 5. Perguruan Tinggi dan Al untuk Pembelajaran

Perguruan tinggi membolehkan Al dengan aturan pengungkapan. Dosen merancang tugas yang meminta
mahasiswa membandingkan jawaban Al dengan jurnal, menunjukkan prompt, memeriksa kesalahan,
dan mempertahankan argumen secara lisan. Data mahasiswa tidak boleh dimasukkan ke alat publik.

Institusi menyediakan alat yang disetujui dan alternatif bagi mahasiswa yang tidak ingin menggunakan.

Al membantu umpan balik formatif awal dan tutor latihan, tetapi nilai akhir ditentukan dosen. Sistem
diuji pada bahasa Indonesia dan bidang studi. Mahasiswa diajarkan citation verification karena model
dapat membuat referensi palsu. Perpustakaan memperkuat akses sumber serta konsultasi. Pusat

pembelajaran mendampingi dosen mendesain asesmen autentik.

Dampak diukur dari hasil belajar, kemampuan evaluasi, waktu umpan balik, integritas, dan kesenjangan
akses. Tujuan bukan membuat tugas lebih cepat, melainkan meningkatkan kedalaman belajar. Teacher-

plus-Al menjaga relasi, tujuan, dan penilaian manusia sambil menggunakan teknologi untuk diferensiasi.

Studi Kasus 6. Logistik Antarpulau dan Prediksi Permintaan

Perusahaan logistik antarpulau menghadapi ketidakseimbangan muatan, cuaca, dan ketidakpastian
jadwal. Digitalisasi dimulai dengan standar manifest, pelacakan, integrasi pelabuhan, serta data
kapasitas. Al memprediksi permintaan dan mengusulkan konsolidasi rute. Operator tetap

mempertimbangkan keselamatan, cuaca resmi, dan kondisi pelabuhan.

Platform berbagi data dirancang agar perusahaan kecil dapat ikut tanpa menyerahkan seluruh informasi

komersial. Data agregat membantu pemerintah melihat bottleneck. Model memasukkan biaya
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keterlambatan barang penting, bukan hanya utilisasi. Sistem memiliki fallback manual ketika koneksi

terputus. Cybersecurity diperkuat karena gangguan dapat menghentikan rantai pasok.

Indikator mencakup load factor, waktu, biaya, emisi, kerusakan barang, dan keterjangkauan daerah
terpencil. Optimasi yang hanya mengejar rute menguntungkan dapat mengurangi layanan wilayah kecil;
kontrak pelayanan dan tujuan sosial harus dimasukkan. Al membantu menyeimbangkan efisiensi dengan

ketahanan serta pemerataan.

Studi Kasus 7. Surveilans Kesehatan Masyarakat

Dinas kesehatan menggabungkan laporan fasilitas, laboratorium, cuaca, dan tren gejala untuk
mendeteksi peningkatan penyakit. Al membantu menemukan anomali dan memprioritaskan
penyelidikan epidemiologis. Sistem tidak mengumumkan wabah secara otomatis. Epidemiolog menilai
kualitas data, perubahan pelaporan, serta bukti lapangan sebelum tindakan. Data pribadi diminimalkan

dan hasil publik disajikan secara agregat.

Model diuji pada keterlambatan data dan perbedaan kapasitas puskesmas. Daerah dengan pelaporan
rendah tidak boleh dianggap otomatis sehat. Dashboard menunjukkan ketidakpastian dan kelengkapan.
Petugas menerima pelatihan untuk memahami false signal. Protokol menentukan siapa mengakses data,

berapa lama disimpan, dan bagaimana insiden keamanan ditangani.

Nilai ekonomi berasal dari respons lebih awal, alokasi obat, dan pencegahan gangguan kerja.
Keberhasilan diukur dari lead time, ketepatan respons, penyakit yang dicegah, serta kepercayaan
masyarakat. Sistem menunjukkan bahwa Al publik memerlukan governance lebih kuat karena warga

tidak selalu dapat memilih untuk keluar.

Studi Kasus 8. Studio Kreatif Berbasis Al

Studio kreatif kecil menggunakan Al untuk mood board, storyboard, subtitle, dan variasi desain. Kreator
menetapkan konsep, memilih hasil, memperbaiki detail, dan menjaga hubungan klien. Setiap proyek
mencatat alat, lisensi, serta penggunaan aset. Materi rahasia klien tidak dimasukkan ke layanan publik.

Hasil Al diperiksa agar tidak meniru identitas merek atau karya tertentu secara tidak wajar.

Waktu prototipe turun, sehingga studio menawarkan lebih banyak pilihan. Namun, harga tidak semata
diturunkan; waktu dialihkan ke riset, strategi, dan kualitas. Pekerja junior tetap belajar sketsa,
komposisi, dan narasi agar mampu menilai output. Kontrak klien menjelaskan penggunaan Al dan

tanggung jawab hak cipta. Dataset budaya lokal digunakan hanya dengan izin serta atribusi.
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Dampak diukur melalui produktivitas, pendapatan per proyek, ekspor, kepuasan, dan perkembangan
keterampilan. Kasus ini memperlihatkan Al dapat memperluas kreativitas bila manusia
mempertahankan agensi. Kompetisi tidak dimenangkan oleh volume konten, tetapi ketepatan konteks,

keaslian, dan kepercayaan.

Studi Kasus 9. Keamanan Siber bagi UMKM

Sebuah klaster UMKM mengadopsi pembayaran dan cloud, tetapi tidak memiliki staf keamanan.
Koperasi menyediakan managed security bersama: autentikasi multifaktor, backup, patching,
pemantauan, dan pelatihan phishing. Al membantu menyaring anomali, tetapi alert diverifikasi analis.

Layanan menggunakan paket sederhana dan standar minimum agar biaya dapat diprediksi.

Simulasi insiden menunjukkan siapa menghubungi bank, pelanggan, regulator, dan penyedia. Backup
diuji, bukan hanya dibuat. Vendor memiliki batas akses dan kontrak pemberitahuan. Pelatihan
menggunakan contoh lokal karena phishing sering mengeksploitasi bahasa serta kebiasaan. Pemilik

usaha memahami bahwa keamanan bukan tanggung jawab bagian IT saja.

Indikator mencakup waktu deteksi, pemulihan, insiden, kerugian, patch level, dan kepercayaan
pelanggan. Dukungan bersama mengatasi economies of scale tanpa memaksa setiap usaha membangun
tim. Digitalisasi produktif harus memasukkan biaya keamanan sejak awal; jika tidak, satu insiden dapat

menghapus seluruh manfaat.

Refleksi Integratif: Al sebagai Infrastruktur Keputusan

Al sebaiknya dipahami sebagai infrastruktur keputusan. la mengubah bagaimana organisasi melihat
masalah, memperkirakan masa depan, memilih tindakan, dan belajar dari hasil. Karena itu, dampaknya
melampaui departemen teknologi. Strategi, operasi, SDM, keuangan, risiko, hukum, dan layanan harus

terlibat. Model terbaik pun tidak dapat memperbaiki tujuan yang salah atau insentif yang menyimpang.

Pemulihan ekonomi berbasis Al harus memenuhi empat ujian. Ujian produktivitas: apakah nilai dan
kualitas meningkat? Ujian inklusi: siapa memperoleh manfaat dan siapa tertinggal? Ujian ketahanan:
apakah sistem aman serta memiliki fallback? Ujian legitimasi: apakah keputusan dapat dijelaskan,
digugat, dan dipertanggungjawabkan? Teknologi yang gagal pada salah satu ujian mungkin memberi

efisiensi sementara tetapi menciptakan biaya sosial jangka panjang.

Indonesia dapat membangun model transformasi yang khas: skala pasar besar, layanan publik luas,
UMKM, keberagaman budaya, dan kebutuhan pembangunan menjadi sumber inovasi. Keunggulan

bukan hanya memiliki model besar, melainkan kemampuan menyelesaikan masalah nyata secara aman,
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murah, dan dapat diperluas. Ketika manusia, institusi, dan teknologi tumbuh bersama, Al menjadi mesin

pembelajaran nasional, bukan sekadar mesin otomatisasi.

Transformasi juga membutuhkan memori kelembagaan. Pilot, kegagalan, insiden, evaluasi, dan
perbaikan harus didokumentasikan agar setiap lembaga tidak mengulangi kesalahan. Repositori pola
pengadaan, model card, data sheet, impact assessment, dan hasil audit dapat digunakan bersama
dengan perlindungan informasi sensitif. Komunitas praktisi lintas kementerian, daerah, BUMN,
universitas, dan industri mempercepat difusi. Pengetahuan implementasi sering lebih langka daripada

akses aplikasi.

Pada tingkat masyarakat, dialog publik harus menjelaskan manfaat dan batas Al dengan bahasa yang
jujur. Janji berlebihan menciptakan kekecewaan; narasi ketakutan menghambat pembelajaran.
Transparansi mengenai ketidakpastian, insiden, dan pilihan kebijakan memungkinkan warga
berpartisipasi. Teknologi memperoleh legitimasi ketika masyarakat melihat perbaikan layanan,
kesempatan kerja, dan mekanisme perlindungan yang nyata. Oleh sebab itu, kepercayaan bukan

kampanye komunikasi, tetapi hasil dari kompetensi, keadilan, dan akuntabilitas yang konsisten.

Glossarium
Istilah Definisi
Al Sistem mesin yang melakukan prediksi, pengenalan pola, penalaran
terbatas, rekomendasi, atau generasi konten.
Al generatif Al yang menghasilkan teks, gambar, audio, video, kode, atau data baru

Algorithmic bias

API

Augmentasi

Cloud computing

Data governance

berdasarkan pola pelatihan.

Penyimpangan sistematis yang menghasilkan dampak tidak adil pada

kelompok tertentu.

Antarmuka yang memungkinkan sistem perangkat lunak bertukar data dan

fungsi.

Penggunaan teknologi untuk memperbesar kemampuan manusia, bukan

menggantinya sepenuhnya.

Penyediaan komputasi, penyimpanan, dan aplikasi melalui jaringan sesuai

kebutuhan.

Aturan, peran, standar, dan kontrol atas kualitas, akses, keamanan, serta
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Istilah

Digital twin
Digitalisasi

Explainability

Foundation model

Generative Al

Human-in-the-loop

Interoperabilitas

LLM

Model drift

MLOps/LLMOps

Responsible Al

Vendor lock-in

Zero trust
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Definisi

penggunaan data.

Representasi digital dinamis dari aset atau proses fisik.

Penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki proses dan layanan.

Kemampuan memberikan alasan yang dapat dipahami mengenai keluaran

atau keputusan sistem.

Model berskala besar yang dilatih secara luas dan dapat diadaptasi untuk

banyak tugas.
Lihat Al generatif.

Desain yang mempertahankan keterlibatan manusia dalam meninjau atau

memutuskan.
Kemampuan sistem berbeda untuk bertukar dan menggunakan informasi.

Large language model, model bahasa berskala besar untuk memahami dan

menghasilkan bahasa.

Penurunan kinerja karena hubungan data dunia nyata berubah dari kondisi

pengembangan.

Praktik pengelolaan siklus hidup model Al dari pengembangan sampai

monitoring.

Pengembangan dan penggunaan Al yang bermanfaat, adil, transparan,

aman, tangguh, dan akuntabel.
Ketergantungan yang membuat perpindahan pemasok mahal atau sulit.

Pendekatan keamanan yang selalu memuverifikasi identitas dan akses,

tanpa kepercayaan implisit.
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